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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Luluo dapat 

dikatakan baik. 

perencanaan pengelolaan APBDes Desa Luluo sudah Cukup baik. 

Perencanaan RPJM dan RKP Desa sudah direncanakan dan sudah 

disesuaikan dengan dana yang ada. Perencanaan dilaksanakan oleh Kepala 

desa dibantu oleh aparat pemerintah desa lainnya, sebelum disetujui oleh ketua 

BPD perencanaan RPJM, RKP Desa dan Raperdes terlebih dahulu dibahas 

dan disepakati bersama-sama dengan pemerintah desa lainnya dan 

masyarakat Desa Luluo Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo. 

pelaksanaan pengelolaan APBDes Desa Luluo sudah baik, semua 

penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas desa, semua 

kewajiban perpajakan sudah dilaksanakan. Tetapi, pemerintah Desa Luluo 

dalam hal ini kaur keuangan Desa Luluo mengalami kendala khususnya dalam 

kelengkapan bukti pengeluaran kas dan keterlambatan penyetoran pajak.  

penatausahaan pengelolaan APBDes yang dilakukan di Desa Luluo 

sudah dapat dikatakan baik, hal tersebut dapat dibuktikan dengan pelaksanaan 

tutup buku setiap akhir bulan serta laporan pertanggungjawaban yang 

dilakukan oleh kaur keuangan Desa Luluo yang diverifikasi oleh sekertaris 

desa.  

Pelaporan pengelolaan APBDes yang dilakukan di Desa Luluo untuk 

semester pertama dilakukan pada minggu ke tiga bulan Juli dan untuk semester 
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akhir disampaikan pada bulan Desember 2015. Laporan APBDes disampaikan 

kepada Bupati Kabupaten Gorontalo melalui Camat Biluhu. Selain dilaporkan 

kepada Bupati laporan pengelolaan APBDes juga disampaikan kepada 

masyarakat Desa Luluo. 

Pertanggungjawaban pengelolaan APBDes Desa Luluo sudah dilakukan 

dengan baik, selain dilaporkan kepada Bupati pada akhir tahun, kaur keuangan 

Desa Luluo menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa 

setiap akhir bulan yaitu setiap tanggal 30. Selain itu laporan realisasi dan 

laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes setiap tahunnya 

disampaikan kepada masyarakat melalui BPD serta menggunakan papan 

pengumuman yang ada di halaman kantor Desa Luluo. 

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes Desa Luluo selama 

ini sudah dapat dikatakan baik. Namun, kurang maksimal. Hal tersebut 

dikarenakan jumlah tim pembina dan pengawas hanya sedikit dan 

pelaksanaannya dilakukan sebulan sekali. Selain pengawasan dari pemerintah 

daerah pengawasan keuangan desa diusahakan agar melibatkan masyarakat 

baik dalam menerima, mengelola, dan melaksanakannya. 

Dalam hal pembangunan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 

No. 114 tahun 2014 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa 

diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan 

permusyawaratan desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipasi. Untuk 

pembangunan yang dilaksanakan di Desa Luluo setiap tahunnya mengalami 

peningkatan. Peningkatan tersebut dikarenakan penggunaan anggaran desa 

digunakan secara efisien dan efektif sesuai skala dan partisipasi aktif 

masyarakat Desa Luluo dalam setiap kegiatan pembangunan.   
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5.2 Saran 

Dalam penelitian ini membahas tentang pengelolaan anggaran 

pendapatan dan belanja desa dalam peningkatan pembangunan di Desa Luluo. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa aparat pemerintah Desa Luluo telah 

melaksanakan pengelolaan APBDes dengan baik. Namun dalam 

pelaksanaannya mengalami beberapa kendala diantaranya adalah 

keterlambatan pembayaran pajak dan kurang maksimalnya pembinaan dan 

pengawasan dari pemerintah daerah. Untuk pembangunan yang dilaksanakan 

di Desa Luluo setiap tahunnya mengalami peningkatan, meskipun peningkatan 

tersebut belum begitu signifikan. Hal utama yang mempengaruhi Peningkatan 

tersebut adalah penggunaan anggaran desa digunakan secara efisien dan 

efektif sesuai skala dan partisipasi aktif masyarakat Desa Luluo dalam setiap 

kegiatan pembangunan. Oleh karena itu penulis menyarankan agar pemerintah 

Desa Luluo melakukan pembayaran pajak pada waktu yang telah ditetapkan, 

dan untuk Pemerintah Daerah agar perlu meningkatkan pembinaan dan 

pengawasan kepada aparat pemerintah Desa Luluo agar pemerintah Desa 

Luluo bisa mengatasi kendala-kendala teersebut. Saran bagi peneliti 

selanjutnya agar membahas pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan 

dan lebih mendalam.  
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